
PEMffiINTATI KABIJPATHI KOTAWARINGII{ BARAT
BADAI{ KESATUAI{ BAIVGSA DAI{ FOLITIK

Ilru lend. sudirsrnanNo. 18 Tetp (o532) zl1igsfar( ($32) 2as(4
PAI{GKALA}.I BT]N 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NON/,IOR:300/ of / Kesbang. I,t2OI9

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERIAAN IiPjPHP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIT]K
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka usaha meningka&an tertib
administrasi pelaksanaan pengelolaan barang daerah,
khususnya pengadaan barang perlu clituniuk pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan pc,litik tentang penunjukan
Pejabat Penerima Hasil pekerjaan Bada'Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin Bar.at.

1. Undang-undang Nomor : T Talurr 1-959 tentang
Penetapan Undang - undang Darurat Ncrmor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daeralr Tingkat II di
Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 9'l Sebagai Undang_
undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 2I,, tambahan LNRI
Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor Zg Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor : 17 Tahr_rn 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 20Ot tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor: 15 Tahun ZW4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Tarvab Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 29 Tahun Z01L tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan LNRI Nomor 55g7) seb.agaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Un,lang _ Un,iang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Keclua Ata-" Undang _
undang Nomor 23 Tahun 200{ tenta,g pemerintahan
Daerah (LNRI Tahun 201,5 Nonor Sg, Tambahan

, Lembaran Negara RI Nomor 5679);



Menetapkan
PERTAMA
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7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor:58 Tahun 2005 tentarrg
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Ingtansi Pemqrintah;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jam Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomsr 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotau'arlngrn Earat Nomor :

32 tahun 2007 tentang pokok -pokok pengelolaan
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daeral"r Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
06 Tahun 2016 tentang Pembenfukan dan Susuran
Perangkat Daerah Kabupaten Kotavraringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotaryaringin Barat Tahun

, ' 2015 Nomor:6);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotan'aringin Barat Nomori 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten
Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk/menetapkan Nama : WTWIR SURYANDLS.Sos
NIP.19851005 201101 1003, Pangkat/Gol ; Penata Muda TK I
(IIVb) sebagai Peiabat Penerima Hasil Pekeriaan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
T ahun Anggaran 2019.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempun'r ai tugas pokok
dan kewenangan untuk :

1. Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan jrang tercantum
dalam kontrak;

2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pen gujian;

3. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.

4. Membuat Laporan Hasil Pekeriaan secara berkala
pertriwulan, memberikan laporan hasil pengadaan
barang/jasa disertai Berita Acara PPHP Kepada Bupati
Kotawaringin Barat Up.Sekretaris Daerah selaku
pengelola barang daerah Kabupaten Kc,ta'aaringin Barat.

Pejabat Penerima Hasil Pekeriaan datarn melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan
Bhngsa dan Politik Kabupaten Kotawaringm Bara!

KETIGA



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat dikeiuarkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I(abupaten Kotawaringin Barat sebaga:mana tercantum dalam
DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai
dengan tanggal 31 Desember 201,9 dengan ketentuan apabila
dikemuan hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan B.rr
Pada Tanggal : 2 Januari 201,9

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLiTIK
KAB G]N BARAT
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Pembina Utama
NIP 19500215 198203 1 013

Tembusan disampaikan Kepada yth:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat,Ci pangkatan Bun.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabtq:aten Kotawaringin Barat

di PangkalanBun. I

3. yang bersangkutan untuk diketahui seperhmya.
4. Arsip.
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